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PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS INVENTARISASI PERATI]RAN
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAAI NASIONAI,,/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN Pf,-N,IBANGUNAN NASIONAL.

Menimb,rng a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
nasional, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan identifika$i
tethadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi
bermasalah atau terindikasi bermasalah tethridap Wncap^ianp oritas pembangunan nasional dan men),usun ntodel analisis
peraturan perundangi,ndangan dalam ran8ka sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan pelundaflg-undahgan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalafll
huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi
Pera.turan Perundang -U ndangaf;

bahwa Wjabat dan Wgawai yang namanya tercantum dalam
Lampiran KeputuMn ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan t]u;gas *bagai a1ll8f:ot^
Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi peraturan pemndang-
Undangan;

UhdanS-Undang Nomor 47 Tahun ZOO9 tentang AnSgaran
Pendapatan dan Belallja Negara Tahun Angga/an 2OlO 0rmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomo! l'6,.fambahar.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SO75);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahnn ZOOZ tentar$ pelaksana4n

Anggarar. Pendapata[ dan Belanja Negara (,embaran Negara
Republik Indonesia Tahua 2OO2 Nomor 73, "farnbah^n kmbararr
NeSara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaim tla telahbeberapa
kali diubah, terakhi dengan Keputusan prEsiden Nomor 72 Tahun
2OO4 (kmbarun Negara Republik lndonesia Tahun ZOO4 Nomor 92,
Tambahah I€mbara[ Negara Republik lndonesi4 Nomor 4419):

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 Tentang peftbentuka.n dan
Organisasi Keft enterian Negara;
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentant Badan
Perencanaan Pemban8unan Nasional;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiorul Nomor
PER.004/M.PPN/09/20O7 ter.tang Pedoman Penyusunan Rencana
AngSaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaiftaha telah beberdpa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan
PembanSunan Nasional/Kepala Badan Per.encanaan Pembangunan
Nasional Nomor PER.OOS / M.PPN /Og / zooat

Peratulan Menteri Negara Perencanaan pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER- 005/M.PPN/ 10 /2007 tefi,'ng Organisasi d^t Tata Ketja
Kementerian NeSara Perencanaan Pembahgunan Nadonal/Badan
Per'€ncanaan Pemb4ngunan Nasional.

Mf,MUTUSKAN:

KEruTUSAN MENITRI PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN
NASIONAL,/KEPAI,{ BADAN PERENCAIVAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
TENIANG Pf,MBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS II{VENTARISASI
PXRATURAN PXRT]NDANG-UN'DANGAN.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Inventarisasi Peraturan Perundang-
Undarlgan, unuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis
Inventarisasi, denSan susunan keaflSSotaan sebagaimana tercantum dalam
Irmpiran Kepuhrsan ini.

Tim Koordinasi StrateSis Inventarisasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim
Teknis, dan TenaSa PendukunS.

Tim Pengarah berhrgas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,
membinbing, dan memantau kemajuan dan permasalahan dalam
pelaksanaan ke8iatan inventarisasi peraturan perundang-undangan.

Tim Teknis bertuSasi

a, menetapkan jadwal keSiatan dan [len)4rsufl rehcana kerja kegiatan
Tim Koordrnasi Strategis lhventarisasil

b. mengkoordinasikan dan ikut melakukan inventarisasi, identifikasi,
dat penilaia analisis terhadap peraturan pelundang-uhdangan
yang berpotensi bermasalah atau terindikaJikan bermasalah terhadap
pencapaian prioritas pembanSunan nasional;

c. menSkoordinasikan dan ikut ftelakukan lxmmusan model analisis
peraturan perundanS'undangan yang berpotensi bermasalah atau
terindikasi bermasalah tethadap pencapaian prioritas pembangunan
nasional;
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d. mengkoordinasikan dan ikut melakukan pen)usunan konsep strategi
mewujudkan kepastian hukum melalui pembenahan Fraturan
perundang-undangan;

e. mengkoordinasikan dah ikut melakukan sosialisasi strategi
mewujudkafl kepastian hukum melalui pembenahan peratulan
perundang-undangan;

f. menyusun laporan kegiatan Koordinasi Shategis Inventarisasi dan
menyanrpaikannya kepada Menteri ppN/Kepala Bappenas melalui
PenanS8ung Jawab Kegiatan.

TenaSa Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan lugas Tim Teknis;
b. melakanakantusaJ-tugaskesekretariatan.

seSala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi StrateSis Iflventarisasi dibebankan pada. Anggarg;n pefldapatan

dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Antgaran ZOIO.

Keputusah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanSSal 15 Januari 2010.

Ditetapkan diJakarta
pada tan&Bal 2 Maret 2010

lI) M[NTlRl PERINCANAAN PEMBANGUNAN NA,sloNAt./ .l L
y'b rcrar.r neoer mRINcANAAN rLMBANGUNAN NAsro/ff f

/
ARMIDA S. ALISJAHBANA

TenrbuMn KeDutusan ini disanlDaikan kepada Yth
I. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. DirrkturJenderalAn8Saran, Kementerian Keuangan;
3. DirelturJenderal Perbendaharaan, Kenlenterian Keu.angan;
4. InspektuUtama,Baryenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dafl Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. PeiabatPembuat Komitmen Deputi Bidang Potitik, Hukum, Pertahanan, dan

Keanlanan, Bappenas;
8. YanB bersangkutan.



TIM PENGARAH

Ketua :
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Kf,PALA BAPPf,NAS
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Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Deputi BidanS Politilq Hukum, Pertahanan
dan Keamanan, Bapf,enas

1. Sek€taris Utama, Bada[ Koordinasi
Pena aman Modal;

2. Direktur Jenderal Peraturall P€rundanS-
UndanSan, Kementerian Hukum dan
HAM;

3. Deputi Bidang Koordinasi Kerja.sama

Ekonomi dan Pembiayaan Internasional,
Kemefllerian Koordinaior BidanS

Perekonomian.

Direktur Analisa Peraturan PerundanS
UndanSan, Bappenas.

Lilly widayati, sH, MPA.

1. Direktur Hukum dan [IAM, Bappenas;

2. Direktur fasilitasi PerancanSan Peraturan

Daerah, Kementerian Hukum dan HAM;

3. Dir€ktur Pajak Daerah datl Retribusi

Daerah, Kementerian KeuaflSah;

4. Kepala Biro Peraturan PerundanS-

undangan, Humas dan TU Pimpinan,

BKPM;

5. Direktul Harmonisasi Peratur4fl

Perundang-undangan, Kementerian

Hukum dan HAM;

6. Ir. Huda Baweres, MPA, A$isten Deputi

5/VI Urusan Kerjasama Ekonomi dan

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATIGIS IN!'ENTARISASI

PERATURAN PERUNDANG-I-INDANGAN

B. TIM TEKMS
Ketua

Sekretaris

Anggota

Pembiavaan .
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C. TENAGA PENDTIKI]NG

2-
Pembiayaafl ReSional, Kemente an

Koordinator Bidan8 Per€konomian;

7. Prof. Dr. zudan A.rif Fakhrulloh, SH, MH;

8. D!a, Rat!1a Sli M. MustikarinSsih, MA;

9. Drs. S. Purwa Malaysianto, M.Si;

lO.Mumtaz Soraya Nasution, SH, MH;

I l.Yustina Handayani wijayanti, SH.

1. Mohamad lksafl Maolana, SH;

2. Sukatno;

3. Ichwan Suwandi;

4. Fachruroji.
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